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PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1
(satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan
apabila terjadi :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis
belanja;

3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam
tahun anggaran berjalan;

4) Keadaan darurat; dan/atau

5) Keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

a) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

b) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau

c) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Secara rindi, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan
KUA-PPAS antara lain :
1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan
antara lain adalah :
a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah
ditetapkan pada APBD penetapan; dan
c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang periu direspon
dan dimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan
integrasi.
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. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara fain adalah :

a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesudian atau perbaikan atas
kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya
yang bisa dilaksanakan; dan

b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.

3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan
hasil audit BPK RI.
4. Upaya percepatan pencapaian target RPIMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Anggaran 2018-2023.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka
diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2022 pada Perubahan APBD Tahun 2022.
Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu,
maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses
penyusunan Perubahan KUA adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 dan menginventarisir serta menelaah
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;

2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir
tahun;

3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk
memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai
dengan akhir tahun;

4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik
fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan
perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan
Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Dengan demikian diharapkan
Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaruii Sementara APBD Tahun 2022.
Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 tersusun, sesuai dengan
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan
APBD, Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampaikan Kepala
Daerah kepada DPRD.

1.1. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 bertujuan :
1. Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan

kegiatan Tahun Anggaran 2022;
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Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;

Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro
ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran
perencanaan pembangunan Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 berpedoman pada

beberapa paraturan sebagai berikut :

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inddnesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ftentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
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12.

13.

14.
15.
1?.
17.
18.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

21. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 19).
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BAB iV
KEBILIAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi
semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun
sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2) Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat, dan Transfer antar Daerah
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain
pendapatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan refocussing anggaran APBD
Tahun 2022 dalam rangka pembayaran hutang OPD tahun 2021 dan percepatan
penyelesaian kegiatan tanjung carat. Dalam refocusing dimaksud, terdapat beberapa sektor
yang terkait dengan penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Selain itu, melihat realisasi yang ada, Pendapatan Daerah juga mengalami penyesuaian.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan,
yaitu :
1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak
daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta
memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah
atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
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dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam

Jangka waktu tertentu, meliputi :

a) keuntungan sejumiah tertentu dafam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga
dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah
daerah;

D) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumiah tertentu |
dalam jangka waktu tertentu; .

C) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu |
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah
daerah;

3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta diring

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; :

C) hasil kerja sama daerah; ,

d) jasa giro;

e) hasil pengelolaan dana bergulir;

f) pendapatan bunga;

g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-
menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

J) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k) pendapatan denda pajak daerah;

I) Pendapatan denda retribusi daerah;

m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n) pendapatan dari pengembalian;

0) pendapatan dari BLUD; dan

P) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam rangka meningkatkan lain4ain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat
mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna
Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama
penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai
barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :
1. Transfer Pemerintah Pusat
a. Dana Perimbangan
1) Dana Transfer Umum
a) Dana Bagi Hasil (DBH)
(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan
alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai
alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir di dasarkan
pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir
yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran
. 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022
melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda
tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
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(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
(DBH-SDA) terdiri dari :
» DBH-Kehutanan;
» DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
> DBH-Pertambangan Minyak Bumi; :
» DBH-Pertambangan Gas Bumi; i |
> DBH-Pengusahaan Panas Bumi: dan o
» DBH-Perikanan;
Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang
dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH- .
Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran "
2020 dan Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang di publikasikan
setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada
Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung |
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan 1
APBD Tahun Anggaran 2022.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022
seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan
dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan
daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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b) Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentrafisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau
informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 vyang
dipublikasikan melalui portal Kementerian kKeuangan. Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi
DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum di
publikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2021.
Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah

daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan

oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan :

a) DAK Fisik; dan

b) DAK Non Fisik. :

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah

bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai frincian APBN Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer

Khusus Tahun Anggaran 2022 melafui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam

rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran2022 ditetapkan atau informasi
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resmi mengenai alokasi Dara Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana
Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah
Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah
daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud :
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran i |
2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan L
dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun

« Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber
dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Otonomi Khusus
Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022
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melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran
Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Transfer Antar Daerah
Pendapatan transfer antar daerah, terdiri atas :

d.

Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah
yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan
oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021,
dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataanpeningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu fainnya, dari pemerintah provinsi
atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut
dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD
penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu :
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(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum
dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada
Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat
khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan
bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan
asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci
berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :
1. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah
. daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat
didasarkan pada dokumen permyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
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2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah
dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan
fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan dama darurat dapat dianggarkan
sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat

Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022
ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-ain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain meliputi :

a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan

kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek
Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening
berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima
setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan
dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022.
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b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan
Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran
2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan
Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melafui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud
dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus

produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan
realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dan rencana
produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.
Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan
panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1
(satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non
kontraktual.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
*  (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Proyeksi Rancangan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tanun Anggaran 2022
didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun 2022 dan kebijakan Pendapatan Daerah
Tahun 2022 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta
regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah
Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan dapat

mencapai sebesar Rp.5.385.438.862.341,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.006.440.726.046,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp.378.998.136.295,00 atau 7,57%.
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a 4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan dapat
mencapai sebesar Rp.5.180.576.125.387,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.856.972.461.000,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp.5.180.576.125.387,00 atau 6,66%.
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan dapat
mencapai sebesar Rp.39.092.844.412,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.39.157.844.412,00 mengalami penurunan sebesar
& Rp.65.000.000,00 atau 0,17%.
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